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ABSTRAK

Undang-Undang  Dasar 1943 (UUD 1943) sebelum  perubahan  telah
menganul sislem pemerintshan presidensial. Bahkon pasca perubahon UUTY 1945
terjadi  purifikasi sistem  presidensial.  Presiden  dalam  sistem pemenntahan
presidensinl - memiliki kedudukan  vang  kvat  Namun  dalam  menjalankan
kekuasaannva Presiden senantinsa diawissi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengawasan oleh DPR dapat berujung pada berhentinya Presiden dalam masa
jabatannya, Hal tersebut tegadi pada dua rezim pemerintaban, yailu pada masa
Presiden  Sockarno  dan Abdorrshman Wahid,  Untuk  mengkaji  proses
pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum dan sesudah perubahan
LULTY 1945 serta penmasalaban hiekum vang (mbul, maka Penulis melakukan
penelitian dengan menpgpunakan metode  penelivtan hukum  normatif dengan
menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan perbandingan,
pendekatan sejarsh dan pendekalan konseplual unluk membahas permasalahan vang
telah ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Penjelasan Umum LU
1945 sebelum perubahan, pengawasan DPR tersebul dapat benmplikasi kepadi
pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya fimpeachmeni. Hal ini didasarkan
atas dugaan pelanggaran terhadap haluan negara oleh Presiden yang ditetapkan oleh
MPR. Pada masa orde baru lahir Ketentuan dalam bentuk ketetspan MPR yang
mengatur mengenal proses pemberhentian Presiden terschut, yaitu Ketetapan MPR
No, HUMPR/IYTE tentang Kedudukan dan Hlubunpan Tata Kerja Lembapa
Tertingei Megara dengan/atan Antar Lembaga-Lembaga Tinggl Negara, Di dalam
ketetapan ini dijelaskan jika Presiden diduga telah melanpgar haluan negara, maka
DPR terlebih dahublu menvampaikan memorandum pertama dan dilanjuikan dengan
memorandum  kedua, Pasca perubahan UUD 1945, terjadi perubaban wvang
mendasar dalem proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Pasal 7A dan
7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sceara
jelas mengenai pemberhentian tersebut. Pemberhentian Presiden dalam masa
Jubatannya didasarkan kepada dugaan DR atas pelangearan undang-undang dasar
oleh Presiden, Dugaan tersebul harus terlebibh dahulu melalen permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili. dan memutus dogzan tersebut.
Apabila  dugaan DPR terbukti di Mahkamah Konstitusi, maka DPR akan
meneruskan wsul pemberbentian Presiden kepada MPR. Proses pemberhentian
Presiden dalam masa jabatan baik sebelum maupun sesudah perababan UUD 1945
menimbelkan berbapan permasalaban hukum, Konsep vane diprakickkan lehih
mencirikan kepada sistem parlementer daripada sistem presidensial. Hal tersebut
dibukiikan dengan dominasi parlemen dalam proses tersebut, sementara proses dan
putusan  hukum  hanya menpuh pertmbangan semata, Dominasi DPR yang
meripakan bagian terbesar dan keanggotaan MIPPR tidak mencerminkan prinsip
check and halanees dalam sistem parlemen bikamens) vang dianut oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wegara vang menganet paham demokrast menghendaks bahwa
setiap pemegang kekuasaan harus memperoleh mandat dan dapat diawasi oleh
rakyat, Hal tersebut tidak terkecuali terhadap seorang Presiden. Sehagai
pemegang  kekuasaan  ekschutif,  Presiden  memiiki kewajiban  untnk
memperanggungawabkan Kekoassannya tersebut kepada pemberi mandat.
Pedanpgpungpawaban merupakan suate unsur yang melekal pada dengan
jabatan Presiden, karena dalam negara vang menganut sistem demaokrasi 1idak
ada kekuasaan tanpa pcrlﬂnggungjﬂwﬂhu.n.'

Pertanggunggawaban Presiden  merupakan  salah  satu  sebab
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, Undang-Undang Dasar
1945 {UUD 1945) scbelum perubahan menyebutkan bahwa Presiden diangkat
olch  Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR), maka ia tunduk  dan
bertanggungjawab kepada MPR. Presiden merupakan mandataris MIPR, maka
ia harus memalankan haluan negara menurut garis-garis besar yvang ditctapkan
aleh MPR. Apabila Presiden dalam menjalankan kekussaannva melakukan
pelangparan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh MPR, maka Dewan

Perankilan Rakyat (DPR} selaku lembaga vanp mengawasi  jalannya

' Soewoto Mulyosudarme, Peralthan Kebwavaan, Najian Teoritis dan Yuridis rerhadap Pidato
Soeepbrarn, T Gramedia Pustaka Uiamea, Jakama, (9497, hal |,
= Penjelassn Limun UILER 1945 qeriama pada bagian Sistem Pemenntshan Megara,
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pemerintahan dapat mengusulkan kepads MPR untuk melaksanakan Sidang
Lstimewn unluk meminta pertanggungjawaban Presiden.’

Dalam  sejarah  kelwlaneearaan  di  Indonesia,  pemberhentian
Presiden dafam masa jabatannya sebelum perubaban UUD 1945 telah terjadi
dalam dua rezim pemerintahan vakni pada masa Presiden Soekamo dan
Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekamo diberhentikan oleh MPRS
berdasarkan Ketelapan MPRS No, XXXHIMPRS/1967 tentang Pencabutan
Kekuasoan Pemerintahan Negarm dan Presiden Sockarno, Hal tersebut
dilakukan MEPRS setelah Soekarmo menyvampaikan pidato
perianggungiawaban dengan judul Nawaksars yvang oleh Soekarno disebut
sebapal pertanggungiawaban sukarela, karena faktanya pertangeungjawaban
tersebul  dibenkan  bukan  atas  permintoan MPRS.!  Seiclah pidato
pertanggungjawaban tersebut disampaikan, MPRS meminta agar Presiden
melengkapl pidato pertanggungjawabannya vang kemuodian dikenal dengan
Pidate Pelengkap Nawabsara, Adapun hal-hal yang diinginkan olebh MPRS
untuk meminta Presiden melengkapi pidalo perangeungjawabannya adalah
agar Presiden menjelaskan mengenal sehab-sebab egadinya G-30-S/PKI
beserla epilognva dan kemunduran  ckonomi  serta akhlak”
Pertangpungirwaban yang menyangkul findakan moral vang dilakukan oleh
rakvai selarusnya bukan merupakan bagian vang harus

dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden.” Pertangpungiawaban hanva
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* Soewoto Mulvosudarme, (e 5 hal 87,

" Lihat Ketctupan MPES Mo, VAAPRE 966,
* Sovwoln Mulyosadarme, Cp O, hal 91



BAB IV

PENLTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan uralan diatas penulis dapat menyimpulkan hasil dari
penelitian ini sebagal berikut:

1. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannyva sebelum perubahan UUD
945 diatur secara implisit di dalam Penjelasan UL 1945 yang
menjelaskan  bahwa ketika DPR  menganggap bahwa Presiden telah
melakukan  pelangparan  terhadap  halvan  negara. maka DPR dapat
mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan Sidang  [stimewa  dafam
mngha meminta pertanggungijawaban Presiden karena telah melanggar
haluan negara. Penclakan MPR terhadap pertangpunpjawaban Presiden
tersebut akan berimplikasi kepada diberhentikannya (pencabutan mandat)
Presiden dar jabatannyva: Ketentuan mengenai mekanisme permberhentian
Presiden dalam masa jabatannya pada masa orde bare diatur lebih banjut ¢
dalam  Ketetapan: MPR Nomor 1IIIMPRA978 tentang Kedudukan  dan
Hubungan Tata Kegs Lembaps Tertinggi MNegara dengandatau  Antar
Lembaga-Lembaga Tinget Negarn, Hal fersebot tercantum dalam kelentuan
Pasal 4 yang menyatakan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden
sebelurn habis masa jabatannva dengan afasan telah melangpar haluon
negara. Proses pemberhentian tersebut terlebih dahufu melalui proses

memorandum schbanyak dun kali, Memorandum pertama tercantum di dalam
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